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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

PROVINSI JAWATIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BLITAR

NOMOR :02 TAHUN 2019

TENTANG
USULAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya usulan
penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Blitar
dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
atas nama Sdr. Glebot Catur Arijanto, SH karena
meninggal dunia maka perlu mengusulkan
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Blitar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Blitar tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota
DPRD Kota Blitar.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 195O
Nomor 42 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 195O (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20ll
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerinta.han Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerinta.han (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56O1);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 6O57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pen5rusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
20361;

10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :

L7t.4lAl445lOll l2Ol4 tentang Peresmian
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kota Blitar Masa Keanggotaan 2OL4-2OL9;

1 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :

L7 1.410 I 606 I OL I I 2Ol4 tentang Peresmian Pimpinan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Blitar Masa
Jabatan 2014-2019;


